PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PO

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu Pajak Kabupaten
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi
Pajak Hiburan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan dipergunakain untuk pembangunan Daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas
dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak
Hiburan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686 );

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata

Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;



Menetapkan

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 173 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak
Daerah.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

©

Daerah adalah Kabupaten Daerah Ogan Komering Ulu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati
dibidang Perpajakan atau Kontribusi sesuai peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas pelavanan
hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan,
permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama
dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan
fasilitas untuk berolah raga.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk
melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran pajak .
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. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
terhutang menurut peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan Pembayaran atau FPenyetoran pajak terhutang ke
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang
tambahan, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
Waijib Pajak .

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau
terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan wajib pajak.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

BAB i
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan hiburan.



Pasal 3

Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah hiburan yang
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan
keagamaan.

Pasal 5

(1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan
yang menonton dan/atau menikmati hiburan.

(2) Waijib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.

(3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Hiburan
adalah :

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan,
kuasanya atau ahli warisnya;

b. Untuk badan adalah pengurus atau pemegang kuasanya.

BAB Ill

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
PAJAK
Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Wilayah pemungutan pajak adalah dalam Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

(2) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat
hiburan diselenggarakan.



